LAMPIRAN

REPUTUSAN KEPALA KANTOR W
FROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 7Tov
TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL HADINA

RELURAHAN PATUMBAK KAMPUNG, KECAMATAN PATUMBAK, KABUPATEN DELI
SERDANG

ILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Penyelenggara

1 [Nama Madrasah MAS. NURUL HADINA
2 [Nomor Statistik Madrasah 131212070046
3 [Alamat Madrasah JI. Pertahanan Komp. Perumdam No. 93
Patumbak
Desa/Kelurahan Patumbak Kampung
Kecamatan Patumbak
Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara
4 |[Nama Orpanisasi Penyelenggara |YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL
HADINA
§ |AKkte Notaris Organisasi

No. 24 FARIDA HANUM, SH Tanggal 7
Maret 2015

8]

Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU - 4897.AH.01.04.Tahun 2011 Tanggal
26 Juli 2011

PIt,

~KEPALA KANTOR WILAYAH

- KEMENTERIAN AGAMA

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan

RESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAN HEMUENTERIAN
AGAMA PROVINSI  BUMATERA  UTARA  TENTANG
PEMUERIAN 1ZIN OPERAHIONAL PENDIRIAN MADIRANHAL
ALIYAH SWASTA NURUL HADINA KELURAHAN PATUMBAK
KAMPUNG, KECAMATAN PATUMBAIK, KABUPATEN DILI
SERDANG,

Memberikan lzin operasional  pendivlan muadianah lepidi
Madrasnh sebagalmann tereantom delam Lomplran yong
merupalam baglion tidale teepisahilam dird Keputusoan ind,

Setelah janpglka waltu < tahon, Kepala Modrosah yang,
bersnngkutan wajib:

a. Menyampailan laporan perleembanpgan Moadrasah leepadn
Kepaln Kantor Kementerian Agamne yong memat paling
nedildt perlkembangan Jumlah peserta didile, pelaloainnann
kurikulum,  pelaksonaan  pemenuhan standar parann
prasarana, dan pelaksanaonn pemenuhon atondar pendidil
dan tenagn kependidikan; dan/ntau

b. Mengajukan pendaltaran visltonl nlreditand
sekolah/madrasah Kepada BAP-S/M sesnal Ketentuin
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebopgnimona dhmualond
dalam Diktum KEDUA huruf o dinilal memenuhl standar
pelayanan minimal  penyelenpggarnan pendidilcan don/aton
hasil akreditasi sebagaimana dimakaud Dildum KEDUA haral
b mendapat peringkat minimal C, muaka izin operanional
sebagaimana dimaksud dalam Dilktum KESATU tetap berlalko,

Dalam hal perkembangan Madragsah sebapgaimana dimalesud
dalam Diktum KEDUA Inuul o dinilai memenuhi standar
pelayanan  minimal  penyelenggarann  pendidikan  dan/atan
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Dildtum KEDUA huraf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dolam Diktum KESATU dicabut,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 16 Oktober 2018
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan ]
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan Minimal Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
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